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BAB IV

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemegang Saham 
Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Para pengabdi dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezaag) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu :

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya;

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya;

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :

a. Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya;

c. Sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut. Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. 

Sumpah jabatan notaris juga disebutkan, seorang notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab sebagai notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi notaris.
Tugas seorang notaris pertama sekali adalah melayani dan melakukan pengesahan terhadap buku, surat selebaran atau pamflet, surat wasiat dibawah tangan atau codicil, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat atau Testament dan akta-akta lainnya.
 Peraturan pertama bagi para notaris Indonesia tertanggal 16 juni 1635, yang mana pada saat itu peraturan tersebut masih bersifat instruksi atau petunjuk syarat jabatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Semua pejabat yang lain hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang itu tidak melebihi dari pembuatan akta yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Notaris selain membuat akta otentik, oleh undang-undang juga ditegaskan untuk membuat pendaftaran surat-surat dibawah tangan dan membuat pengesahan surat-surat dibawah tangan dan pengesahan surat-surat dibawah tangan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1874 a dan Pasal 1874 b KUHPerdata.

Pasal 1874 a KUHPerdata berbunyi:

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penanda tanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. 


Pasal 1874 b KUHPerdata berbunyi:

Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, di luar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau oleh seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.


Wewenang notaris adalah “regel” atau bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Notaris dalam menjalankan tugas yang diembanya harus benar-benar berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap jabatanya dalam menentukan dan mengkualifikasi akta apa yang dibutuhkan, dan tidak bisa dipungkiri terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik, antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum dan melaksanakan tugas di luar wilayah kerja.
Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Kode Etik Notaris. Notaris bertanggung jawab secara administratif, perdata, kode etik, dan pidana atas keotentikan akta yang dibuat, termasuk memastikan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, verifikasi kesepakatan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum. Tanggung jawab ini meliputi aspek formal dan materiil untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 

Tanggung jawab utama notaris

1. Memastikan legalitas dan keabsahan: Notaris wajib memastikan akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti memeriksa kesepakatan dalam akta pemegang saham (misalnya, akta pendirian PT atau akta RUPS).
2. Memverifikasi kesepakatan para pihak: Notaris harus memverifikasi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum.
3. Memberikan penyuluhan hukum: Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait akta yang akan dibuatnya, untuk menjaga kepentingan mereka.
4. Menjaga keotentikan dan kepastian hukum: Notaris harus memperhatikan aspek lahiriah, formil, dan materiil untuk menjamin keotentikan akta dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak. 

Kewajiban terkait pembuatan akta pemegang saham

1. Notaris wajib tunduk pada UUJN dan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya.
2. Notaris harus mematuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007, seperti kewajiban notaris dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar RUPS.
3. Notaris dapat menolak membuat akta jika menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS. Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.

2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (gebrek in the vorm), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 KUHPerdata mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Pada dasarnya semua perbuatan notaris mempunyai pertanggungjawaban, baik itu dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas maupun akta autentik terkait perjanjian kredit, hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, pendirian yayasan, organisasi maupun lainnya notaris bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, maupun secara administratif.

Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Dengan demikian Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. 

Notaris bertanggungjawab sendiri atas akta yang dibuatnya, sehingga notaris juga dapat dituntut secara perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya, “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Notaris dalam melaksanakan kepentingan tersebut haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain. Kerugian yang diderita para pihak adalah akibat dari perbuatan notaris tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan notaris yang bersangkutan melanggar hukum. Secara normal, perbuatan notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian, karena notaris dianggap mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan dan regulasi akta yang dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Menurut ketentuan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta secara subtantif, yaitu:

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif.

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Selain KUHPerdata, pertanggungjawaban perdata lainnya diatur di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Sanksi dalam lapangan hukum keperdataan merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukann tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hokum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana
Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama- sama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;

b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.

3. Tanggung jawab Notaris secara Administratif

Selain tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi.  Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dilihat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tulisan;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat; 

e. Pemberhentian tidak hormat.

Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

a. Melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris, yang bersangkutan wajib tidak:

1) Menjalankan jabatannya dengan nyata.

2) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat

b. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu: Notaris dilarang:

1) Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya.

2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh ) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3) Merangkap sebagai pegawai negeri

4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara

5) Merangkap jabatan sebagai advokat

6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat jabatan Notaris.
8) Menjadi notaris pengganti.
c. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

d. Melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

e. Melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:

1) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan.

2) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun.

3) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun

f. Melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

g. Melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

h. Melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

i. Melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Sanksi-sanksi tersebut secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Pasal 65A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata.

Pelaksanaan teguran lisan dan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
 Sanksi seperti ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.

Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Kode Etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan atau pedoman moral/kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Kode Etik ini umumnya memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut:

a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi.

b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;

c. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi;

d. Konsultasi dari praktek pribadi;

e. Tingkat kemampuan/kompensasi yang umum;

f. Administrasi personalia;

g. Standar-standar untuk pelatihan.

Terdapat hubungan antara kode etik notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akanmerahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun".

Notaris mengenai sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Jabatan Notaris sebagai pengemban profesi maksudnya berkewajiban berpengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan istimewa serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Mengingat kedudukan dan kewenangan Notaris yang istimewa dalam melayani kepentingan umum, maka dalam hal ini seorang Notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan etika. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajibannya tidak hanya secara hukum. Akan tetapi Notaris juga bertanggung jawab secara moral. Jika Notaris menemukan hambatan, maka Notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.

Guna meminimalisir kerugian bagi orang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka pada hakikatnya Notaris perlu mengaplikasikan prinsip ketelitian. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,  tidak hanya ditugaskan dalam pembuatan akta autentik, Notaris juga bertugas melakukan registrasi dan pengesahan surat ataupun akta yang dibuat dibawah tangan. 
Unsur dari keautentikan suatu akta terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

2. Bahwa akta dibuat dan disahkan dengan bentuk menurut hukum; 

3. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; 

4. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, sesuai dengan wewenang pejabat yang membuatnya. 

Akta pendirian perseroan terbatas, harus dinyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan tersebut harus dibuat di hadapan atau oleh notaris, karena akta notaris berfungsi juga sebagai media untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan dari dan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu ditentukan bahwa notaris sebagai kuasa dari Direksi perseroan terbatas mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan dan pemberitahuan.

Tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut.

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan keautentikan akta pendirian Perseroan Terbatas hanyalah sebatas dengan kebenaran formal dan bukan materil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang perlu diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan ke dalam akta pendirian berupa anggaran dasar yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diantaranya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jangka waktu berdirinya perseroan;

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

e. Jumlah saham, jumlah kualifiasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Guna memperoleh legalitas yang dibutuhkan oleh Perseroan Terbatas, Notaris dapat menempuh dua upaya hukum antara lain : 
1. Membatalkan akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri. Hal tersebut dilakukan sebab terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan oleh kelalaian dan tindakan direksi perusahaan, sehingga merusak kepercayaan serta membuat citra buruk perseroan dimata investor. Sehingga menyebabkan pemegang saham bersangkutan keluar dan menjual saham kepemilikannya. Akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri tersebut tidak sah dan perlu diolah akta yang baru, dengan adanya perubahan posisi pada susunan pemegang saham. Setelah akta perubahan anggaran dasar baru dibuat, maka permintaan persetujuan kepada Menteri bisa diajukan lagi yang disesuaikan dengan ketentuan mekanisme undang-undang ataupun aturan pelaksananya. 

2. Melalui pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan. Hal ini dapat dilakukan jikalau tidak adanya rasa dirugikan oleh pemegang saham akibat kelalaian pihak direksi. Untuk pembuatan akta pengukuhan atau penegasan tersebut harus menjalani mekanisme RUPS ulang, serta selanjutnya dapat membuat dan memohonkan lagi akta pengukuhan tersebut.

Apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas semua yang dilaksanakan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris bisa menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. 
Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditanggung. Menanggung disini dapat dipahami sebagai kesediaan dalam membiayai, menjamin, dan menyatakan dalam menjalankan tugas. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, yakni :

1. Membatalkan akta yang tidak dapat dimohonkan dan membuat akta perubahan baru 

Solusi agar Perseroan Terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri dan berkehendak memperoleh persetujuan tersebut adalah dengan membatalkan akta perubahan terdahulu. Kemudian, jika ada salah seorang pemegang saham yang merasa tidak menyukai kinerja Perseroan Terbatas dan ingin mengundurkan diri dari perseroan terbatas, maka pemegang saham tersebut dapat menjual kembali saham yang dimilikinya. Seandainya pemegang saham tidak berkeinginan mempermasalahkan kelalaian kinerja pengurus perseroan terbatas, maka pembatalan akta terdahulu harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar kekuatan akta tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai pengesahan dari Menteri, wajib melewati proses mekanisme RUPS, sama halnya RUPS sebelumnya dan perbedaannya hanya terletak pada agenda RUPS.

Pembatalan akta perubahan anggaran yang tidak memperoleh persetujuan Menteri, tanpa mekanisme RUPS adalah hal yang tidak sah, sebab akta terdahulu mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan mengikat pihak bersangkutan. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya”.31 Bagi para pemegang saham yang merasa tidak puas dengan kinerja persero terbatas serta hendak hengkang darinya, maka mereka bisa memperjual belikan saham kepemilikannya kepada perseroan terbatas. Kemudian perseroan terbatas bisa membeli lagi saham tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menerangkan mengenai kewajiban pembelian kembali melewati serta mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Jika RUPS menyetujui pembelian kembali saham, maka harus ada akta pemindahan hak serta salinannya dalam proses pembelian kembali tersebut. Salinan pembelian kembali saham kemudian diserahkan kepada persero terkait untuk dicatat pemindahan hak atas saham tersebut oleh direksi. Pencatatan tersebut wajib dilakukan, dan dituliskan tanggal serta hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham persero.

Diperlukan melewati mekanisme RUPS dalam proses pembatalan akta, pembelian kembali saham persero yang dijual oleh pemegang saham dan pembuatan revisi anggaran dasar guna menggantikan akta terdahulu yang tak memperoleh persetujuan Menteri. Akan tetapi, ketiga hal tersebut mampu dilakukan RUPS yang sama dengan menyematkan tiga agenda (tiga mata acara) pemanggilan RUPS. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa ada kemungkinan dapat terjadi penambahan mata acara. Hal ini dengan syarat semua pemegang saham berhadir serta setuju dengan penambahan mata acara rapat. Pembatalan akta, pembelian kembali atas saham, dan perubahan anggaran dasar yang baru, dapat dituangkan dalam 3 (tiga) akta yang terpisah ataupun juga dibuat 2 (dua) akta yaitu akta pembatalan dan akta perubahan anggaran dasar baru yang memuat pula revisi susunan pemegang saham sebab adanya prosesi jual-beli saham. Hal tersebut dapat pula dicantumkan dalam 1 (satu) akta yakni pada akta revisi anggaran dasar baru yang mana berisi pembatalan akta terdahulu serta perubahan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut diatas, semua proses tersebut kembali lagi tergantung pada kepentingan pihak yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar yang telah selesai dimuat dalam akta dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kembali.

2. Pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dapat dimohonkan 

Guna mendapatkan persetujuan Kemenkumham atas akta perubahan yang tidak mempunyai persetujuan, metode lainnya adalah melalui pembuatan akta baru. Artinya pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, tetapi dalam prosesnya diperlukan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang. Adanya rapat umum pemegang saham ulang tersebut, maka akta pengukuhan atau akta penegasan bisa dibuat. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar.

Hal ini berarti akta penegasan tersebut isinya masih sama dengan akta sebelumnya yang tidak mendapatkan persetujuan Kemenkumham. Jadi, untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu di adakan lagi rapat umum pemegang saham (RUPS). Mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) sama dengan mekanisme RUPS yang lain, tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. Akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut harus memuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya, dan memuat alasan dibuat ulangnya akta tersebut. Sehingga akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya yang pernah dibuat, dapat diajukan dan dimohonkan kembali kepada Menteri, dengan ketentuan permohonan yang sama, dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri.

Dengan demikian hadirnya Notaris di tengah masyarakat dan sebagai pembuat akta yang mempunyai kemampuan pembuktian hukum sehingga tidak memerlukan alat pembuktian lain dan menetapkan secara jelas hak dan kewajiban individu.
 Akta tersebut dapat menjadi bukti tertulis yang bersifat autentik,2 sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata.
 Pada pembuatan akta autentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian perlu diperhatikan oleh Notaris guna tercapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. 
Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini disimpulkan oleh GHS Lumban Tobing, Notaris, tidak hanya ditugaskan memanifestasikan akta autentik, Notaris pula dibebankan untuk melaksanakan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat ataupun akta-akta yang dibuat dibawah tangan.
 Salah satu wewenang Notaris adalah menbuat akta autentik.
 Pada perusahaan, Notaris juga membuat akta perubahan perseroan terbatas dan menuangkan segala berita acara rapat yang telah diadakan dalam rapat umum pemegang saham oleh perseroan terbatas, serta mendaftarkannya. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajbannya tidak hanya secara hukum. Apabila Notaris menemukan hambatan, maka Notaris dapat melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuat dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Tanggung Jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut. Dari beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia,
 Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis/investor dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bentuk perseroan terbatas ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah akta autentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini akta yang dimaksudkan adalah akta pendirian Perseroan Terabtas. 

Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatanya juga harus berpijak kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah memastikan keabsahan formal, mencatat semua keputusan rapat, dan menjamin akta memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Notaris bertanggung jawab secara profesional untuk membuat akta sesuai peraturan perundang-undangan dan etika profesi, memverifikasi kesepakatan para pihak, serta memastikan akta tidak bertentangan dengan hukum. 

Tanggung jawab utama notaris

1. Notaris bertugas menyusun dan mengesahkan akta berita acara RUPS sebagai akta otentik, yang menjadi dasar hukum keputusan rapat.
2. Notaris harus hadir, melihat, mendengar, dan mencatat semua yang dibicarakan serta diputuskan dalam RUPS untuk dituangkan ke dalam akta berita acara.
3. Notaris wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akta yang dibuat oleh notaris harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan memenuhi aspek legalitas formil dan materil.
5. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga keotentikan akta agar tidak terganggu dengan memperhatikan aspek pembuktian lahiriah, formil, dan materil. 

Kewajiban lainnya adalah :

1. Notaris wajib tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Notaris harus bersikap profesional, tidak memihak, dan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya untuk menghindari perbuatan melawan hukum.
3. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, kode etik, maupun pidana jika terjadi kesalahan. 

Notaris diberikan wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang dating kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan ke dalam sebuah Akta Autentik, dengan tujuan agar akta tersebut memilik kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu Notaris wajib memenuhi segala  ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan ke dalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya Akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta pemegang saham, seperti  menyiapkan dan membuat akta pendirian perusahaan serta mengamankan notulen rapat umum pemegang saham (RUPS). Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, memverifikasi legalitas dokumen dan kesepakatan, serta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya untuk memastikan tidak bertentangan dengan hukum. 
Peran dan tugas notaris dalam pembuatan akta pemegang saham

1. Notaris membuat akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang menjadi dasar hukum status, hak, dan kewajiban para pihak.
2. Notaris hadir dalam RUPS untuk menyaksikan dan mencatat jalannya rapat serta keputusan yang diambil.
3. Memastikan pemegang saham yang hadir sesuai dengan daftar dan mencatat jumlah suara mayoritas.
4. Membuat akta berita acara RUPS (akta pejabat atau akta partij) yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan.
5. Meskipun risalah RUPS tidak selalu wajib dalam bentuk akta notaris setelah UU Cipta Kerja, akta otentik tetap dapat dibuat sesuai kebutuhan.
6. Memverifikasi kesepakatan para pihak untuk memastikan tidak melanggar undang-undang.
7. Bertanggung jawab atas keabsahan formal akta dan isinya serta membetulkan kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani. 
Notaris bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta dan harus memastikan isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tanggung jawab hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab moral berdasarkan kode etik profesinya. 
C. Hambatan-Hambatan Notaris  Yang Terjadi Dalam Pembuatan Akta Pemegang Saham
Hambatan yang ada pada pelaksanaan pembuatan pembuatan akta pemegang saham yang sering terjadi adalah para pemegang saham tidak dapat berkumpul pada tempat yang telah ditentukan di kantor notaris untuk menandatangani  dan membuat RUPS dan sering saham-saham yang telah disetor dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak dapat ditunjukan oleh para pemegang saham dan notaris hanya mengetahui dari pernyataan para  pemegang saham bahwa saham-saham yang telah disetor sesuai yang telah disebutkan dalam anggaran dasar  dan akta perubahan sebelumnya. 
Hambatan yang terjadi dalam pembuatan Akta Pemegang Saham (biasanya dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS) oleh Notaris sering berkaitan dengan kebenaran data yang disampaikan oleh para pihak, pemenuhan prosedur hukum, dan potensi konflik kepentingan. 

Berikut adalah hambatan-hambatan utama yang dihadapi Notaris:

1. Keterangan Palsu dari Penghadap: Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal akta, namun tidak menjamin kebenaran materiil (isi pernyataan) dari para pihak. Notaris menghadapi risiko jika penghadap (klien) dengan sengaja memberikan data atau keterangan palsu, seperti identitas palsu atau dokumen RUPS yang dimanipulasi, yang dapat membatalkan akta tersebut di kemudian hari.
2. Perbedaan Data: Perbedaan data antara akta Notaris dengan data yang terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM dapat menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi para pihak. 
3. Ketidakhadiran Pihak: Pembuatan akta otentik menghendaki kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Jika akta ditandatangani di luar hadapan Notaris atau di luar wilayah jabatannya, hal ini dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal.
4. Ketidakabsahan RUPS: Notaris perlu memastikan bahwa RUPS yang mendasari akta telah memenuhi syarat kuorum dan prosedur pemanggilan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Anggaran Dasar perusahaan. Ketidakabsahan RUPS akan berdampak pada keabsahan akta yang dibuat Notaris.
5. Penolakan Notaris: Notaris wajib menolak membuat akta jika hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan, misalnya jika diminta untuk melegalisasi transaksi yang melanggar hukum atau etika. 
6. Hubungan Kekeluargaan: Notaris dilarang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan tertentu (garis lurus ke atas/bawah tanpa batasan derajat, garis ke samping sampai derajat ketiga).
7. Notaris sebagai Pemegang Saham: Meskipun Notaris diperbolehkan menjadi pemegang saham atau pengawas, terdapat potensi hambatan etis atau bahkan larangan jika perannya sebagai pemegang saham berbenturan langsung saat membuat akta terkait perseroan tersebut, terutama jika ia menjadi pendiri. 

Menghadapi hambatan-hambatan ini, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme tinggi untuk memastikan integritas akta yang dibuatnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan notaris dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi ( due diligence ) untuk memverifikasi kebenaran materiil dari keterangan dan dokumen yang diberikan oleh para pihak.
2. Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen identitas (KTP, paspor) dan dokumen legalitas perusahaan (akta pendirian, daftar pemegang saham sebelumnya, risalah RUPS).
3. Notaris berperan memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku kepada para pihak terkait konsekuensi hukum dari akta yang akan dibuat, termasuk risiko memberikan keterangan palsu.
4. Menggunakan sarana elektronik yang sah untuk RUPS jika dimungkinkan oleh Anggaran Dasar perusahaan, dengan tetap memastikan keabsahan kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai hukum.
5. Berkoordinasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memastikan sinkronisasi data dan memahami prosedur verifikasi substantif terbaru.
6. Notaris berhak menolak membuat akta otentik apabila permintaan tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau jika notaris meragukan kebenaran data yang disampaikan
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